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ABSTRAK

Indonesia bukan merupakan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara
muslim, waitu negara vang mayorites penduduknya beragama Islam, Sebagai
negard vang mayoritas muslim, maka penduduk Indonesia yang beragama Islam
membutehkan adanya sualy bank vang yang berusaba dengan berlandaskan Prinsip
Svariah. Untuk menjamin terpenubinya prinsip-prinsip svarigh maka Unit Usaha
Syarizh sudah selakyaknya uniuk dipisahkan. Berdasarkan hat tersebut di atas,
penulis tertartk mengangkat sknpsi vang begudul "ASPEK HUKUM DALAM
PEMISAHAN (OFPLY OFF) UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK
UMUM SYARIAH®. Adapun permasalaban yang akan penulis bahas pertama
232135 konstruksi hukum mengenal spin off dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesiz, kedua konsep spen off Unit Usaha Syariah di Indonesia, dan ketiga

mengenal implikasi hukum kebijakan spin aff Unit Usaba Syariah menjadi Bank
Umum Svariah. Dalam penulisan im penulis menggunakan metode penelitian
adalah benifat yundis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
menclifl bahan pustaka atau data sekunder belaka, Sedangkan data vang digunakan
adzlah :H ;"Jr“.:r dan data sekunder, serfa alat pengumpulan data berupa studi
cosumen dan wawancara. Darl hasil penelitian dapat disimpulkan menuen
Undane-U nclan»- Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Swariah, Pemisahan
adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi -:il.m badan usaha atau lebih, sesual
Jengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 68 Undang-Undang
Perbankan Syaniah menyatakan bahwa dalam hat Bank Umum Konvensional
memihii Unit Usaha Syariah vang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50%
ma puluh persen) dan ol mibal asetl bank s'ndu]mj_.fa atau 15 {lima betas) tahan
sree Derizinmya undang-undang 1ni, maka Bank Umum Konvensional dimaksud
2nb melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum
vanizh. Ketentuan-ketentuan mengenai spin off Unit Usaha Syariah vang diatur
oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut telabh memperoleh persturan
pelaksana berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI2009 tentang Unit
2ha Syanah Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syarah,
persvaraiEn entry policy Unit Uisaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah yaitu
mcial __ disetor paling kurang Kp 300000000 030000 (lima ratus milyar
rumeah ) CAR (Capital ddeguate Ratio) atau Rasio Kecukupan Modal minimal 8%
delapan -':-:'-rt..n.- ungkiat keschatan Bank Umum Konvensional vang menjadi induk
it Usaha Syaniah harus berpredikat Sangat Baik (peringkat kemposit=l), dan
pendapatan Unit Usaha Syariah mencapai paling sedikit $0% darni total pendapatan
Bank Umum Konvensional Spin off Unit Usaha Syariah dari Bank Umwm
teonvensional dapat dilakukan dengan cara yailu, mendirikan Bank Umum Syaciah
“are atau mengalibkan hak dan kewasjiban Unit Usaha Syariah kepada Bank
mum Syanah yang telah ada.
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BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagt bagi kita, terutama vang
hidup di wilayah perkotaan, Bahkan Ji pedesaan sckalipun saat i kata Bank juga
tukan lagh merupakan soatu kala vang asing. Dalam pembicaraan sehari-hari,
oank dikenal sebagai lembaga kKevangan vang kegistan utamanya menerima

simpanan gire, tabungan, dan deposito, Kemudian Bank juga dikenal sebagmi

iempal untuk meminjam vang (kredit) bagi masyarakat vang membutuhkannyva.

samping itw, bank jupa dikenal sebagai tempat untuk menukar vang,
—emundahkan wang, atau menerima segala macam bentuk pembavaran dan
=oman sepertt pembayaran listrik, telepon, arr, dan pembayaran lainonya.
“engertian Bank yaitu sebagai lembaga kevangan yang kegiatan utamanya
seas menghimpun dana dan masyarakat dan menyalurkannya kembali dana
=meos kepada masyarakal, serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan

wemommas lembaga keuangan adalah setiap perusahaan vang bergerak di bidang

e Smans kematannya menghuopun dana atau hanva menyalurkan dana
=tae—eesvs menghimpun dan menyalurkan dana.

—rm Mefmmesd Hana mengemukakan Bank adalabh sendi kemajuan

e = ssoranva ndak ada Bank maka tidak aka ada kemajuan separti

s e tdak mempunyai Bank adalah negara yang teckebelakang,

ETERT i =SErusasn memanfaatikan jasa-jasa perbankan dalam kesiatan
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usahanva jika ingin miju.

[ dalam Undang-Undang Momor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
cselanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) pasal 1 angka 2, vang dimaksud
denpan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyerakal dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakar dalam bestok kredit
dan atau hentuk-bentuk lainnva dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
tanyak. Namun ditiggau dart sudut pandang bukum, ruang lingkup pengertian
“ank ity masih bersifat umum sehingea belum sampai pada kesimpulan apakah
conis kegatan wsaha yang dilakukan i lembaga perbankan tersebut halal atau
sammme Dengan demikion lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan
= prinsip-prinsip syarah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syvariah,

‘ndonesia bukan merupakan nepara Islam, tetapi Indonesia adalah nepara

— 7 vatlu megara yang mayories penduduknya beragama Islam. Sebagai
sess mashim, kebutuban bagi para penduduk Indenesia vang muslim atau vang
w==r=m= Glam akan adanya suaiu bank vang berusaba dengan berlandaskan

= Swanah, sudah barang tentu sangat diperlukan, Berkenaan dengan it

s mcang MNomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

= =memeen menampung kebutuban tersebut sekalipan Bank Islam di dalam
S e ndak discbutkan sebapai suatu jenis bank tersendiri di
SSESEE S mmam == fank perkreditan rakvat, tetapl suato bank ymum atau

r-ares Perbantar, PT, Bumd Aksars, Jakiara, hlin 3



Perkembangan perckonomian bangsa ini tentunya mengalami kemajuan
dan kemunduran, yang mana semua hal ilu kental sekali dengan kebijakun-
kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah sekarang semakin serivs dalam
memberikan perhatian terhadap perumbuhan Bank Istam di Indonesia, Bank
Islam tidak lagi dikesankan scbagai institusi vang dianaktirikan oleh pemerintah,
Hal i tercermin dari berbagal macam peraturan Bank lslam, menvusil
perubahan yang substansisl terhadap peraturan hukum perbankan [ndonesia.
_ahirmya bank berdasarkan prinsip syariah ini telah menambah semarak khasanah
aukum dan mempertegas visi kehidupan perbankan Indonesia. Karena sebagian

oesar bangsa Indonesia beragama Islam, maka kehadiran bank berdasarkan prinsip

s Ol

—=neh wvang notabene dilandasi pada unsur-unsur svariat Islam, benar-henar
s=oerl gayung bersambut.

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujvan dasar dari perbankan [slam
= menyedigkan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-
Seemen Reuangan (fineecial instrwments) vang sesuai dengan ketentuan-
“==m=s dan nerma-norma syariah. Bank [slam berbeda dengan bank tradisional
S Zen el partisipasings yang aktif dalam proses pengembangan sosio-
—me sezareenegara [slam. Dikemubkakan dalam buku i, perbankan Islam
SRS S srtama untuk memaksimumbkan keuntungannya sebagaimana
; s e oo vang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan

- - ' ]
ESEEmesmmeean s0s10-2konomis bagi arang-orang [slam.-

== mmc Henling diterbitian dilam bahasa Asib oleh The Taternatioril
— e Tt g emam jilid. Uraian dalam wlisan ini dilasip daci Elias



BARB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai aspek hukum dalam
o off Unit Usaba Syariah menjadi Bank Umum Svariah, maka  uniuk
melengkapl tulisan ini penulis menark kesimpulan dan memberikan beberapa
saran yang dianggap bermanfaal.
S Resimpulan
sonstruksi hukum spin off, meskipun telah lama dikenal sebagai mekanisme
restrukturisasi perusahsan, namun baru mendapat pengakuan dalam bentuk
=mslast dalam Undang-Undang Nomor 40 Talun 2007 lentang Perseroan
Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2008 tentang Perbankan
Svariah,
~ Ronsep spin off Unit Usaha Syariah di Indonesia harus memenuhi syarat-
svarat vang ditetapkan sebagai berikut:
5 harus mempunyai Capifel Adeguate Rario (CAR) = 8% dan Jumlah
“odal inti minimum sebesar Rp o S00.000.000.000.00 (lima ratus milyar

=cxaht),

“mgkat Keschatan Bank (TKS) BUK yang menjadi induk UUS harus
==redikat “sangat baik” (peringkat komposit=1} selama 3 tahun berturt
— = congan penckanan pada aspek manajemen,

—ezs pendapatan UUS mencapar lebib dari 50 % dani total pendapatan

—2s1 BUK dan menghasilkan laba 3 tahun berturut-turut.

&l



Lain-lain:

1y Jumlah jaringan kantor minimal 19 kantor cabang

2y Iofrastrubtur fefermation Technology (IT) yang  memadal, yang
ditunjukkan dengan I'T yang onfine dan tenntegrasi ke semua kantor dan

IT vang dapat menfasilitasi aktivitas operasional perusabaan

Imphkas hukom datam kebijakan spes off Uit Usaha Syariah menjadi Bank
Umum Syarah

Implikast hukum pemisaban UUS dengan cara pendirian BUS yaitu

wanva enriciy bane yaitu BUS hasil pemisahan UUS. Implikasi bukum dan

semisahan ULUS dengan cara penpaliban hak dan kewajiban kepada BUS

serabibat aset LUUS vang merupakan bagian dari BUK berpindah ke BLUS vang

=cnenima pemiszhan dan BUK mencatat adanya penyertaan di BUS penenma

pencalihan.

'

Saran

“dapun saran yang penulis bertkan adalah:

“onstruksi hukum spin off dapat dimandaalkan sebagar sarana efektl bagi
~erusahzan  untuk melakukan  penguatan struktue usahanya,  disamping
construksi hukum lainnva seperti merger, akwsist, dan konsolidasi,

~oabila konsep spin off ini telah diken secara lebith mendalam dane siap
Smplementasikan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengaturan {(regeliing)

—iam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI.
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